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Kata Pengantar

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa, atas perkenanNya Penulis akhirnya dapat menyelesaikan buku
ini. Segala hormat, puji, dan kemuliaan hanya bagiNya.

Buku ini sangat diilhami oleh pengalaman Penulis dalam
mendukung Tim Pendampingan Pembahasan RUU Tentang Desa, serta
kegiatan penelitian tim, kegiatan pengumpulan data maupun kegiatan
kunjungan kerja Badan Legislatif DPR RI yang diikuti oleh penulis
terkait dengan Sosialisasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (UU
Desa).

Sumber informasi dan data yang digunakan dalam buku ini berasal
dari amanat UU Desa itu sendiri serta pandangan berbagai stakehold-
ers yang turut mengimplementasikan UU Desa tersebut. Selain itu,
untuk melakukan pendalaman Penulis juga melakukan kegiatan diskusi
terfokus oleh kalangan akademisi dan pakar desa.

UU Desa telah membuka posisi desa untuk memiliki wewenang
pada proses demokratisasi, perencanaan dan keuangan sendiri. UU Desa
mendorong agar setiap perangkat desa mampu melaksanakan tugas
pokoknya sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan
dan akuntabel. UU Desa juga membuka jalan bagi desa untuk secara

partisipatif menjadi bagian dari perencanaan daerah.

Hal ini terbukti, setelah UU Desa diberlakukan banyak desa yang
mengalami kemajuan signifikan. Ditemukan beberapa desa yang telah
maju serta berhasil dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya
karena melaksanakan pemberdayaan desa sebagaimana yang telah
diamanatkan oleh UU Desa. Desa yang berhasil tersebut di antaranya
ialah Desa Panggungharjo dan Desa Ponggok. Kedua desa tersebut
berhasil mengembangkan potensi daerahnya serta meningkatkan
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kualitas sumber daya masyarakatnya hingga menjadi desa yang mandiri
dan sejahtera.

Meskipun demikian, secara umum implementasi otonomi desa
belum berjalan dengan optimal. Masih ditemui berbagai masalah dan
kendala dalam mengimplementasikan UU Desa tersebut. Beberapa
kendala yang kerap ditemui ialah masalah kualitas sumber daya
manusia, kesulitan desa dalam pengoperasian sistem aplikasi, masalah
pendampingan, maupun yang kurang optimalnya peran pemerintah
supra-desa, dalam hal ini kabupaten, dalam mendorong desa dalam
mengembangkan potensi wilayahnya. Oleh sebab itu masih diperlukan
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dari
pemerintah pusat maupun pemerintah supra-desa dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan desa melalui implementasi UU Desa.

Akhirnya Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi semua
pihak, utamanya dalam mengawal implementasi UU Desa di Indone-
sia. Penulis menyadari ada banyak kekurangan atas buku ini. Untuk
itu, Penulis minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya,
terutama dari para pihak-pihak terkait yang telah menjadi objek tulisan
ini. Penulis juga menerima masukan yang konstruktif demi tercapainya

desa yang semakin mandiri, maju dan sejahtera melalui keberadaan

UU Desa.

Terima kasih.

Debora Sanur

(Peneliti kepakaran Ilmu Politik dan Pemerintahan Indonesia Pusat
Penelitian BKD DPR RI)
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sumber daya manusia 28, 29, 38, 45
supra desa 68, 71

T

Tahun 1,2, 3,4, 7, 8, 24, 28, 30,
34, 36, 41, 43, 62, 75

tanah kas desa 46, 61

Tanah Ulayat 10

tanggungjawab 29, 47, 52, 57,
65, 71, 72

tata kelola 13, 19, 29, 31, 42, 43,
48, 51, 64, 65, 71

teknologi informasi 42, 44
tenaga kerja 58

transparansi 15, 59, 61, 72, 73
tugas pembantuan 2, 11

tugas pokok 51, 68
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U

Undang-Undang 1,4, 5,7, 8, 22,
54, 77

Undang-Undang Dasar 1945 7

Undang-Undang desa 22, 77
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Unit Pengelola Lingkungan 37

Unit Pengelola Sosial 37

urbanisasi 7

UU 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,
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\%
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visi

\4

warga 7, 9, 17, 23, 35, 37, 38,
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72,73, 76

wewenang 18, 51, 57, 72

wilayah 2, 3,4, 5, 10, 22, 37, 44,
52, 69
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